
I
a

6. "Jumlah Kebuhrhan Pegawai lPejabat/Kolom (4)" diisi dengan jumlah

kebuhrhan pgaurar/pejabat dari Form D bagian bawah;

7. "Jumlah Pegawai/Pejabat Yang Ada/Kolom (5)" diisi dengan

jumlah pegawai/pejabat sesuai dengan Form D bagian bawah;

8. "+/- Kolom (6)" diisi dengan data dari Form D bagian bawah;

9. "EU (Efektivitas dan Elisiensi Unit) Kolom (71" diisi dengan

menggunal€n rumus:

El- BebanKerjaUnit

J u,mloh p e g aw ai unit X J am K er j o E f e kti f P ertahun

Kolom(l) =
Kolom (3)

Kolom (4)r 1300

lO. "PU (Prestasi Kerja Unit) /Kolom (8)" diisi dengan menggunakan

pedoman :

a. EU di atas l,O0 = A (Sangat Baik)

b. EU antara O,9O - 1,00 = B (Baik)

c. EU antara O,7O - 0,89 - C (Cukup)

d. EU antara 0,5O - 0,69 = D (Sedang)

e. EU di bawah O,5O = E (Kurang)

"Jumlah Kolom (3), (41, dan (5)" diperoleh dengan menjumlahkan

angka dalam kolom yang bersanglmtan;

"Jumlah kolom (6)" diperoleh dari selisih antara kolom (5) dan (a),

Kolom (7) - (8) tidak dijumlahkan

"Keterangan kolom (9)" diisi dengan penjelasan unhrk menerangkan

hal-hal yang perlu dijelaskan pada kolom (21 s/d (5) di sebelah

kirinya.

11.

t2.

13.

, **ot,f

,tj,. I 
H- RA GUNAWAN

i Pit. I ;.,.-')a..::

im, oor" I nrrsi



T,AMPIRAN V PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR I 38 TAHUN 2OI9

TEI\[[ANG: PEDOMAN ANALISIS

BEBAN KER.IA DI

LINGKI,.INGAN

PEMERIIITAH

KABUPATEN

RA\ryAS

MUSI

FORM E

REI(APITUI,ASI KEBUTUHAN PBIABAT/ PEGA\IIAI,

TINGKAT EFISIENSI UNIT (EU) DAN PRESTASI KER^JA UMT (PU)

SATUAN KER.IA :

ANALIS,

MP

Pefirqiuk pengisian

1. Setiap satuan kerja dibuat formulir E;

2. "Satuan Kerja' diisi dengan narna sahran keda sesuai dengan

yang tersebut pada Formulir A;

3. "No/Kolom (1)" diisi dengan angka unhrk memberi nomor urt-t atas

uraian yang tetrantum pada Kolom (2);

4. oNama Unit Organisasi/Kolom (2)" diisi dengan nama unit orgarrisasi

yang telah dibuatkan For:n D;

5. 'Jumtah Beban Kerja Unit/Kolom (3)" diisi dengan jumlah beban kerja

unit pada Form D bagian bawah;

No Nama Unit
Organisasi

Jumlatr
Beban
Keria

Jumlah
Kebuhrhart

Peoawai
+l- EU PU KET

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah

PARAF KOOPOINASI



12. 'Jumlatr Kolom (3), (4), dan (5)" dipenoleh dengan meqiumlahkan

angka dalam kolom yang bersanglutan;

13. 'Jumlah kolom (6)" diperoleh dari selisih antara kolom (5) dan (a),

Kolom (7) {8) tidat( dijumlatrkan

14. 'Keterangan kolom (9)" diisi dengan penjelasan unhrk menerangkan

hal-hat yang perlu dijelaskan pada kolom (21 s/d (5) di sebelah

kirinya.

f,eurarr u, RArlrAS, l-

N" l H. niNpfl, curo^**
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6.

5. "Nama Jabatan/Kolom (2)" diisi dengan nama-narna jabatan dari Form

C;

"Jumlah Beban Kerja Jabatan/Kolom (3)" diisi dengan jumlah bebart

kerja pada Kolom (3) Form C, yang dibagi dengan 60 (untuk

memperoleh jumlah beban kerja dalam sahran jam);

"Perhitungan Jumlatr Kebutuhan Pegawai/Pejabat/Kolom (41" diisi

dengan jumlah beban keda jabatan pada kolom (3) dibagi jam kerja

efektif per tahun (1300 jam), dengan rumus :

J unlah K ebutuhan P e g aw ai / p ej ab at =
J umlah B eban K er j o J ob atan

J om K erj a E f ektif per talwtt

Kolom(4) = kolom(3):lKE Pertalrun

Jumlah Pegawai/Pejabat Yang Ada/Kolom (5)" diisi dengan jumlah

pegawai/ pejabat sesuai dengan data pada Form B;

'+ I - Kolom (6)" diisi dengan hasil selisih antara kolom (5) dengart

jumlah pejabat yang disebutkan dalam kolom (2), dan demikian juga

sebaliknya;

10. "F^, (Efektivitas dan Elisiensi Jabatan)/Kolom (71" diisi dengan

menggunakan rumus :

EJ=
Bebon KerjaJabaton

Jumlah Pemangku Jobatan X Jam Kerjo Ef ektif Pertah,un

Kolom(7) =
Kolom (3)

Kolom (a)r 1300

11."PJ (Prestasi Kerja Jabatan)/Kolom (8)" diisi dengan menggunakan

pedoman :

7.

8.

9.

a. EI di atas 1,OO

b. LI antara O,9O - 1,OO

d. LI antara O,5O - 0,69

e. E I di bawah O,5O

= A (Sangat Baik)

= B (Baik)

= C (Cukup)

= D (Sedang)

= E (Kurang)



I,,AMPIRAN TV PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR I X TAHUN2OI9

TENTANG: PEDOMAN ANALISIS

BEBAN KER"IA DI

LINGKUNGAI,I

PEMERINTAH

IGBUPATEN MUSI

RA1VAS

FI)RM D

PERHITUNGAN KEBLTTUHAN PEIABAT/ PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI

JABATAIY (RI) DAN PRESTASI KER"IA JABATAN (PJ)

1. UNIT ORGAT{ISASI

2. SATUAN KEzuA

AI{ALtrS,

NIP

Petunjuk pengisian:

1. Setiap unit organisasi dalam suatu satuan kerja dibuatkan formulir D;

2. 'Unit Organisasi" diisi dengan nama unit organisasi sesuai dengan

yang tersebut pada Form A;

3. "Satuan Kerja" diisi dengan nama satrran organisasi sesuai dengan

yang tersebut pada Form A;

4. "No/Kolom (1)" diisi dengan angka untuk memberi nomor urut atas

uraian yang tercantum pada Kolom (2);

No Nama
Jumlatl

Beban Kerja
Jabatan

Perhihrngan
jumlah

kebututran
oesawai

Jumlatt
Pegawai

yang Ada
+l- E.I PJ KET

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah

PARAF KOORDINASI

$rtt h(



'Nama Jabatan, Kolom (2)' diisi dengan n8ilta-rarrra. jabatan yang adF

dnlsm unit organisasi sebagaimana tersebut angka 1;

'Jumlatr Beban Kerja Jabatan, Kolom (3f diisi dengan angla

sqia se@ai hasil pertralian antara Volume Kerja x Norma Wakhr

dari data Form A, berdasarkan hasil analisis para Analis;

Selanjutnya jtrmlah selumh beban kerja (bagian bawah) yang

merupakan bchn kerja unit secara keselunttran diperoleh dengan

mer{umlatrkan/sigma beban kerja pada kolom 3.

hir'[ H'



No Nama Jabatart Jumlah Beban Kerja Jabatan
(Volrrme Kerja X Norrna Wakttr)

1 2 3

Jumlatr

IAMPIRAN III PERATI..IRAI.I BI.'PATI MUSI RAIIIAS

NOMOR . JB TAHUN 2OTg

TEIIffANG: PEDOMAN AI{ALI$S

BEBAN KEzuA DI

UNGKIUNGAI{

PEMERIITTATI

I{ABUPATEN MUSI

RAI1IAS

FICRIT{ C

REKAPITI,'I,ASI JI'MI.AH BEBAN KER.IA JABATAN

I. UNIT ORGA}'IISASI :

2. SATUAT{ KEzuA :

AI{ALIS,

MP

Petunjuk pengisian:

Setiap'Lrnit Eselon III' dibuatkan fonnulir C;

1. 'Unit Organisasf diisi dengan narla rrnit organisasi eselon III

sesuai dengan yang tersebut pada Form A;

2. 'satuan Kerja' diisi dengan nalla satuan kerja sesuai dengan

yang tersebut pada Form A;

3. "No/Kolom (1)" diisi dengan angfu untuk memberi nomor urrt atas

Darra-Dartra. jabatan yang tercanhrm pada kolom (2);

PARAF KOO.RDIITASI

&IBAOHUrU}I



5. 'Golongan/Kolom (3)" diisi dengan golongan-golongan atas jabatart

yang disebutkan dalam kolom (2);

6. 'Junlah/Kolom (a)' diisi dengan jumlah pejabat per golongan yang

disebuttran dalam kolom (3) dan jabatan tersebut dalam kolom (2);

7. "Ketcrangan/Kolom (5)' diisi dengan penjelasan untuk meneranglan

hat-hal yang perlu dijelastran Pada kolom (2) sampai dengan (4) di

sebelah kirinya.

* **,1,

N.'l GT,JNA\VAN
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I,AMPIRAN II PERATURAN

NOMOR :

TENTANG:

BUPATI MUSI RAIIIAS

N rAHUN 2ots
PEDOMAN ANALISIS

BEBAN KER"IA DI

LINGKUNGAN

PEMERII{TAH

I(ABUPATEN MUSI

RATAS

FI)RM B

IIIVEIiITARISASI JUMI,AH PEMANGKI' JABATAN

1. UNIT ORGANISASI :

2. SATUAI'I KER.IA :

Reslrcnden,

MP

Pehrnjuk pengisian:

1. "Unit Organisasi" diisi dengan nama unit eselon III. Unit

organisasi ini se@ai basis andisis beban kerja;

2. "sattran Kerja" diisi dengan narna unit eselon II, induk dari unit

organisasi yang disebutlran pada angt<a 1;

3. "No/Kolom (1)" diisi dengan angka unhrk memberi nomor urut atas

uraian yang tercanhrm pada kolom (2);

4. 'Nama Jabatan/Kolom (21' diisi dengan rrarrra-D&trto jabatan baik

st11khtral rnaupun non strtrkhrral yang ada di linglnmgan unit

organisasi yang disebutkan dalam angka 1 di atas;

No Nama Jabatart Golongan Jumlah Keterangart

I 2 3 4 5



ti'

BAB VII

PEMBI.AYAAN

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan analisis beban kerja dibebankan pada Anggarart

Pendapatan dan Belanja Daerah l(abupaten.

,,r*nlifll::NuruP
Pasal 19

Perahrran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangfuan.

AgBr setiap orang mengetatruinya, memerintatrkan pengundangart

Perahran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daeratt

IGbupaten Musi Rauras.

Ditetapkan di Muara Beliti

pada tanggal ff n/bi zotg

f'^mY
Nd''l , .J1ttuno**

Diundangtran di Muara Beliti \|
pada tangal l? Alco' 2oLg

SEKRETARIS DAERAH

IGBUPATEN MUSI RAWAS,

EC. PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2OTg NOUON:8

L2



I,,AMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR Ifr TA}II.'N201-9

TENTANG: PEDOMAN ANATISIS

BEBAN KER.IA DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH

KABUPATEN MUSI

RAWAS

FORM A

PENGUMPUI.,AN DATA BEBAN KER-'A

1. NAMAJABATAN :

2. UNIT ORGANISASI :

3. SATI.'AN KER.'A :

Reslrcnden,

NIP

Pehrnjuk Pengisian:

Setiap "Jabatan" dibuatkan Form A.

1. "Narna Jabatan" diisi dengan nama jabatan dari responden;

2. 'Unit Organisasi" diisi dengan nama unit eselon III dan IV. Unit eselon

III sebagai basis analisis beban kerja;

3. "satuan Keda" diisi dengan nama unit eselon II induk deri unit

organisasi yang disebutlen pada anSra 2;

4. "No/Kolom (1)" diisi dengan angfu unhrk memberi nomor urlt atas

uraian yang tercanhrm Pada kolom (2);

:-_=__ __

i ranar r(ooR;il';J
f_--.--__l :

ffi:ffi#

No
Rincian

Ttrgas/Kegiatart

Sahrarr
Jumlah

Volume

Kerja

Norma

Wakh.l
Peralatan Ket

1 2 3 4 5 6 7

PARAF KOOIiDITIASI



6.

7.

8.

"Rincian Tqgas/Kegiatan Kolom (21" diisi dengan hrgas-

tugas/kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan oleh pemegang

jabatan, yang disebutlan pada angka 1;

"Sahran (kolom 3)" diisi dengan kata yang menggambarkan suatu

besaran dari output, diusatrakan yang bersifat universal;

"Jumlah Volume Kerja (Kolom 41" diisi dengan angka sqia yang

menggambarkan besarnya/barryaknya volume kerja yang diuraikan

pada kolom (2);

"Norma Wakhr/Kolom (5)" diisi dengan jumlah/besarnya wakhr

yang diperlukan untuk memproses secara logrs, wajar dan normal

(tidak super) guna menyelesaikan hrgas secara rata-rata

berdasarkan hrgas-hrgas/kegiatankegiatan yang diuraikan pada

kolom (2);

g. "Peralatan (kolom 61" diisi dengan jenis peralatan spesifik yang

digunakan unhrk memproses sebagaimana diuraikan pada kolom (2);

10. "Keterangan (Kolom (71" diisi dengan penjelasan unUrk

menerangl€n hal-hal yang perlu dlielaskan pada kolom (2) sampai

dengan (6) di sebelatr kirinYa.

I gupafl [,Ifk ***l
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(71 Tim Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), ditetapkan dengan Kepuhrsan Kepala Peranglat

Daerah.

BAB VI

HASIL DAN MANFAAT ANALISIS BEBAN KER"IA

Pasal 16

Analisis beban kerja menghasilkan informasi berupa :

a. efektivitas dan elisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi unit

kerja;

b. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;

c. jumlah kebuhrhan pegawai;

d. jumlatr beban kerja jabatan dan jumtah beban kerja unit; dan

e. standar norrna wakhr kerja.

Pasal 17

Analisis beban kerja bermanfaat untuk :

a. penataan dan penyempurnaan strukhrr organisasi;

b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;

c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;

d. sarana peninglatan kinerja kelembagaan;

e. penyusunan standar beban kerja jabatan kelembagaan, penrusunan

daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan

struktural;

penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan

beban kerja organisasi;

program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang

kekurangan;

h. program promosi pegawar;

i. reutard and. pnisfunent terhadap unit atau pejabat;

j. bahan penyempurnaan program diklaq dan

k. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan

pendayagunaan sumber daya manusia.

g.



BAB TV

PEI,AKSANAAN ANALISIS BEBAN KEFTTA

Pasal 14

Analisis beban kerja di Linglrungan Pemerintah Kabupaten dilahsanakan

oleh unit organisasi eselon III pada Sekretariat Daerah yang secara

fungsional membidang analisis beban keda.

BAB V

TIM ANALISIS BEBAN KER.'A

Pasal 15

(1) Untuk melaksanaf<an analisis beban kerja di lingkungan Pemerintatt

Ikbupaten, dibentuk Tim Analisis Beban Kerja-

(21 Tim Anatisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri dari Tim Analisis Beban Kerja I(abupaten dan fim Analisis

Beban Kerja Perangkat Daerah.

(3) Susunan Tim Analisis Beban Kerja Kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdhi dari:

a. Pengarah 1

b. Penanggungiawab

c. Ketrra

d. Sekretaris

e. Anggota

Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (e) terdiri dari

tenaga analis, atau yang membidangi analisis beban kerja.

Tim Analisis Beban Kerja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tim Analis Beban Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (21terdiri:

a. Penanggungiawab

b. Kettra

c. Sekretaris

d. anggota

(4)

(s)

(6)



Tim Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah melalmkan

pengolatran data beban kerja dan menyampaikan hasilnya kepada

Kepala Perangkat Daerah yang dianalisis;

Hasil Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah disampaikan kepada

Sekretaris Daerah unhrk memperoleh keputusan penetapannya;

Sekretaris Daerah menugaskan unit kerja analisis beban kerja

kabupaten untuk melakukan analisa guna pemberian penetapart

atas hasil beban kerja;

dalam melakukan penelaahan, unit kerja yang membidangi

analisis beban kerja wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integfasi dan sinkronisasi baik dalam satuan organisasi

perangkat daerah yang ditelaah maupun antar unit lain yang

terkait;

hasil penelaahan kemudian diajukan kepada Sekretaris

Daeratr dalam bentuk telaahan staf, dan apabila sudah

dianggap memadai, dibuatkan surat keputusan penetapan

oleh Sekretaris Daerah;

penetapan hasil pengukuran beban kerja kemudian disampaikan

kembali kepada kepala perangkat daerah yang dianalisis; dan

Penetapan hasil pengukuran beban kerja disampaikan kepada

unit kerja yang ada di lingkungan organisasi yang dinilai dengan

disertai pehrnjuk yang harus dilaksanakan dalam rangka

peningkatan pendayagunaan SDM yang meliputi bidang

kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.

Pasal 13

Contoh jenis dan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan analisis

beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan

Lampiran V Perahrran Bupati ini.

a.

c.

d.

e.



a. formulir Isian, berupa pengumpulart

pemanglm jabatan;

b. wawancara;

c. pengamatan langsung; dan

d. referensi.

data dan inventarisasi jumlah

Pasal lO

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,

dilakukan dengan menggunakan:

a. rekapihrlasi jumlah beban kerja jabatan;

b. perhitungan kebuhrhan pejabat/pegawai, tingkat efisiensi jabatan

dan prestasi keda jabatan; dan

c. rekapitulasi kebuhrhan pejabat/pegawai, tingkat elisiensi unit dan

prestasi kerja unit.

Pasal 11

Penelaahan hasil olahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

huruf c, dilalmkan untuk memperoleh hasil yang akurat dan objektif

serta sesuai dengan kondisi senyatanya.

Untuk mengurangi deviasi yang dapat terjadi, maka hasil yang

diperoleh perlu dievaluasi dengan unit yang beban kerjanya dianalisis

dengan:

a. mengecek apakatr unit tersebut sering/rata-rata sepanjang tahun

melalmkan kerja lembur yang nyata (tidak fiktit); dan

b. melalrukan pengamatan secara acak atas kesibukan harian unit

yang dianalisis.

Pasal t 2

(1) Penetapan hasil analisis beban kerja sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 huruf d, selanjutnya ditetapkan dengan tahapan sebagai

berikut:

(1)

(2)



(2t

(3)

Norma waktu (variabel tetap) ditetapkan dalam standar nonna walrtu

kerja dengan asumsi tidak ada perubahan yang menyebabkan norma

walrtu tersebut berubah.

Penrbahan norrna waktu dapat terjadi karena :

a. Perubatran kebijakan;

b. Pembahan peralatan;

c. Perubatran limalitas SDM; dan

d. Pembahan organisasi, sistem dan prosedur.

Pasal 5

(1) Volume kerja (variabel tidak tetap) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b, diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk

memperoleh hasil kerja.

(21 Setiap volume keda yang berbeda-beda antar unit/jabatan

merupakan variabel tidaf< tetap dalam pelaksanaan analisis beban

kerja.

Pasal 6

Jam kerja efelrtif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c,

merupakan alat ukur dalam melakukan analisis beban kerja

sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara transparan.

Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menrpakan suatrr

syarat agar pelaksanaan analisis beban kerja dapat dilaksanakart

secara obyektif, sehingga laporan hasil analisis beban kerja benar-

benar akurat dan dapat dipertanggungiawabkan.

Datam menentukan kriteria alat ukur hendaknya memenuhi aspek-

aspek sebagai berikut:

a. valid, artinya alat ukur yang akan dipergunakan mengUkur beban

kerja sesuai dengan material yang akan diukur;

b. konsisten, artinya dalam melakukan analisis beban kerja harrs

konsisten dari waktu ke wakttr; dan

(1)

{21

(3)



(4)

c. universal, artinya alat ukur harus dapat dipergunakan untuk

mengukur berbagai unit kerja maupun hasil kerja, sehingga tidak

ada alat ukur yang Lain atau khusus unhrk suatrr unit kerja atau

hasil kerja.

Alat ukur yang digunakan dalam pelaksanaan analisis beban kerja

adalah jam kerja efektif yang hams diisi dengan tindak kerja untuk

menghasilkan berbagai produk baik yang bersifat konlrrit (benda)

atau abstrak fiasa).

Sesuai dengan ketentuan perahrran mengenai jam kerja telah

ditenhrkan jam keda instansi pemerintah kabupaten sebanyak 37

jam 30 menit per minggu, baik untuk yang 5 (lima) hari kerja

ataupun yang 6 (enam) hari kerja.

Berdasarkan ketenttran sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat

dihitung jam kerja efektif dan jumlah hari kerja yang akan digunakan

sebagai alat ukur ddam melakukan analisis beban kerja sebagai

berikut:
a. jam kerja efektif berdasarkan hari kerja :

1. unhrk 5 hari kerja :

a. jam kerja efektif perminggu = 5 hari x 33O menit = 1.65O

menit;

b. jam kerja efektif perbulan = 20 hari x 33O menit = 6.6OO

menit;

c. jam keda efektif pertahun = 12 bulan x 6.6OO menit =

79.2OO menit = t.3?Ojam = 1.300 jam.

2. unhrk 6 hari kerja :

a. jam kerja efektif perminggu = 6 hari x 275 menit = 1.650

menit;

b. jam kerja efektif perbulan = 24 hari x 275 menit = 6.60O

menit;

c. jam kerja efektif pertahun = 12 bulan x 6.6O0 menit =

79.2OO menit = 1.320 jam = 1.300 jam.

b. hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi

hari libur dan cuti :

1. untuk 5 hari kerja jumlah hari per tahun sebanyak 235 hari;

2. untuk 6 hari kerja jumlah hari per tahun sebanyak 287 hratrt.

(s)

(6)

iIle m



jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan

waktn kerja yang hilang karena tidak bekerja (allouanel seperti

buang air, melepas lelah, istiratrat makan dan sebagainya dengan

perhitungan rata-rata sekitar 25o/o darijumlah jam kerja formal.

perhitungan jam kerja efektif diahrr sebagai berikut :

1. jam kerja formal per minggu = 37 jam 3O menit;

2. jam kerja efektif per minggu (dikurangi walrtu luang 25o/o'1 =

75o/o x 37 jam 3O menit = 28 jam

3. jam kerja efektif per hari :

a. untuk 5 hari kerja = 28 jam/s hari = 5 jam 36 menit /};rar.i;

b. unhrk 6 hari kerja = 28 jam 16hrari 4 jarn 23 menit/hari.

4. jam kerja efektif per tahun :

a. unhrk 5 hari kerja = 235 hr x 5 jam 36 menit/hari = 1.324

jam = 1.300 jam;

b. unhrk 6 hari kerja = 287 hr x 4 jarll-23 menit/hari = 1.339

jam = 1.30O jam.

Pasal 7

(l) analisis beban kerja membandingkan beban kerja per tahun.

(21 beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1.), diperoleh dari

hasil perkalian antara volume kerja dengan norma walrtu.

Pasal 8

Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan:

a. pengumpulan data;

b. pengolahan data;

c. penelaahan hasil olahan data; dan

d. penetapan hasil analisis beban kerja.

Pasal 9

Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,

dilakukan dengan menggunakan:

d.

I-----
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(1)

(21

10. Norma waktu adalah wakhr yang wajar dan nyata-nyata

dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang

pemangku j abatan unhrk menyelesaikan pekerjaan.

11. Jam kerja efektif adalah jam keda yang harus dipergunakan untuk

berproduksi/ menj alankan tugas.

12. Standar prestasi kerja adalah nilai baku kemampuan hasil keda

pejabat/unit kerja secara normal.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman analisis beban keda menjadi acuan bagi setiap organisasi

perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas

dalam melakukan analisis beban kerja sesuai dengan tugas pokok

dan fungsi masing-masing.

Analisis beban kerja dilaksanakan untuk mengukur dan menghihrng

beban kerja setiap jabatan/unit keda dalam rangka elisiensi dan

efektivitas pelaksanaan tugas dan meningkatlran kapasitas organisasi

yang profesional, transparan, proporsional dan rasional.

Analisis beban kerja dilakukan pada setiap jabatan yang ada dalam

unit kerja organisasi perangkat daerah.

BAB III

ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 3

Analisis beban kerja dilakukan terhadap aspek-aspek, yaitu :

a. norrna waktu (variabel tetap);

b. volume kerja (variabel tidak tetap); dan

c. jam kerja efektif.

Pasal 4

(1) Norma walrtu (variabel tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

hu11f a, merupakan waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan

tugas/kegiatan.

(3)



1.

2.

3.

4.

MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ANALISIS

BEBAN KER"IA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Aparahrr Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi

bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pegawai Aparahrr Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai

ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan

perjanjian kerja diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi

tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan perattrran penrndang-

undangan.

Analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukart

secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat

efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

Volume kerja adalah sekumpulan tugas pekerjaan yang harrs

diselesaikan dalam waktu 1 tahun.

Efektivitas dan efisiensi kerja adalah perbandingan antara bobot

beban kerja dengan jam kerja efektif dalam rangka penyelesaian

tugas dan fungsi organisasi.

Beban kerja adalah besaran pekedaan yang harus dipilml oleh suatu

jabatanlunit organisasi dan mempakan hasil kali antara volume

kerja dan norma waktu.

5.

6.

7.

8.

9.



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahart

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang perrrbahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tatrun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 567911'

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2OLO tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor 74, Tarrbahan

Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot6 Nomor 114, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887h

Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun

2OO8 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di

Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan

Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparahrr

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun

2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagt

Pegawai Negeri Sipil di Linglmngan Instansi

Pemerintah;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang

Pembenhrkan dan Susunan Perangkat Daeratt

Kabupaten Musi Rawas (kmbaran Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 1O).

5.

6.

7.

8.

9.



BUPATI MUSI RAIIIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR A8 TAHUN 2OIg

TENTANG

PEDOMAN ANALISIS BEBAN KER.IA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 12 Tahun 2OO8 tentang Pedoman Analisis

Beban Keda di Lingkungan Departemen Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peratrrran

Bupati tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di

Linglnrngan Pemerintatr Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembenhrkan Daerah Tingkat II dan Kotaprqia di

Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5a941;

2.

3.


